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1. Pendahuluan

Jauh sebelum masa kolonial, tidak ada
satu istilah kata pun yang mencakup
wilayah kepulauan negara Republik Indo-
nesia. Pada awal kedatangan Beianda
untuk berdagang, kawasan ini disebut
Indie atau India, yang diterjemahkan dari
bahasa Inggris Indies. Serupa dengan
kata tersebut, muncul pula istilah lain
ialah Achter-Indie (Hindia-Belakang) yang
berbeda dengan Voor-Indie, (Hindia-
Muka) atau India sekarang. Akan tetapi,
sampai dengan abad XVII, sebutan
Achter-Indie mencakup wilayah lebih luas
dibandingkan dengan kawasan Asia
Tenggara dewasa ini, yaitu di tambah
Tibet di barat laut dan wilayah Cina
Selatan di bagian timur-laut; termasuk
seluruh wilayah di Laul Cina dan Teluk
Bengali.

Sampai dengan akhir abad XIX, istilah
yang lazim dipakai adalah Indische Archi-
pel atau Kepulauan Indie. Secara resmi,
baru pada 1910 seluruh wilayah daerah
jajahan Belanda di Indonesia disebut
dengan Nederiandsch-indie. Penduduk
pribumi yang berada di sana disebut de-
ngan Infanders atau bumiputera.

Bagi kaum nasionalis, istilah Inlanders
dinilai mengandung konotasi menghina
karena seolah-olah orang Jawa atau Sun-
da merupakan nafives atau aborigines
dari Negeri Belanda. Sebelum muncul
kata Indonesia yang disetujui oleh kaum
nasionalis, Eduard Douwes Dekker per-
nah mengusulkan ‘nsulinde’, yaitu seba-
gai altematif pengganti kata Inlanders,
dan sebutan tersebut juga kurang dapat
diterima. Akhirnya, pada 1920-an ditemu-
kan istilah yang dapat diterima, ialah
‘Indonesia’. Seiring dengan itu, muncul

juga istilah ‘Nusantara’’. Pada tahun
1919, J.J. Schrieke pemah mengatakan
bahwa pemakaian kata tersebut mencer-
minkan kebangkitan nasionalisme Indone-
sia. Karenanya, banyak para pejabat
pemerintah kolonial Belanda kurang se-
nang dengan kata tersebut, antara lain
karena mengandung makna pernyataan
memberontak.

Ada pendapat yang mengatakan bah-
wa pertama kalinya kata Indonesia dipa-
kai oleh Adolf Bastian dalam bukunya
Indonesien oder die Inseln des Malayis-
chen Archipel (1884). Sementara itu, pen-
dapat lain mengatakan bahwa pengguna-
an kata Indonesia telah terjadi sebelum
itu, yaitu dipakai oleh seorang sarjana
etnologi J.R. Logan dalam tulisannya
“The Ethnology of the Indian Archipelago”
yang dimuat dalam Joumnal of the Indian
Archipelago and Eastern Asia pada 1850.
Akira Nagazumi (1976) berpendapat
bahwa masalah bilamanakah dan oleh
siapakah kata Indonesia pertama kalinya
dipergunakan kurang begitu penting
daripada implikasi penggunaan kata

' Nagazumi mengatakan bahwa kata ‘Nusanla-
ra’ yang berarti daerah ribuan pulau, pertama kali
diperkenalkan dalam pidato Soekarno pada 1917
pada pembentukan Verbond van Studeerenden atau
Serikal Mahasiswa-Mahasiswa. Agaknya istilah
tersebut lebih populer dibandingkan dengan
Insulinde. Istilah tersebut juga dipakai oleh E.F.E.
Douwes Dekker atau Multatuli; demikian pula B.H.M.
Viekke yang memberi judul karya sejarah
Indonesianya pada 1943 dengan kata Nusantara
(Nusantara. A History of the East Indian Archipela-
go). Pada 1851, Armijn Pane memperluas cakupan
wilayah Nusantara melampaui batas-batas negara
Rl sekarang. Menurut ahli kesusastraan Jawa C.C.
Berg dan Theodore C.Th. Pegeaud; adalah kurang
lepat memakai kala Nusantara sebagai pengganti
Indonesia. Menurutnya, kata Nusantara berarti ‘du-
nia luar' atau ‘pulau-pulau lain’ dilihat dari sudut pan-
dang (orang di Pulau) Jawa.
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‘Indonesia’ dan ‘orang-orang Indonesia’
dalam arti politis.

Sampai dengan menjelang akhir abad
XX, identifikasi diri sebagai manusia ‘In-
donesia' masih tetap relevan dikaji; ter-
utama untuk kepentingan eksistensi dari
sebuah negara bangsa atau nation state.
Berbagai kajian tentang kebudayaan
suku-suku bangsa di Indonesia, di sam-
ping bersifat akademik, juga memiliki
tujuan praktis. Secara akademik dimak-
sudkan untuk pengembangan ilmu penge-
tahuan, sedangkan salah satu manfaat
praktis adalah untuk kepentingan
pembangunan dalam arti luas. Karena
sifat fragmentasi dari etnisitas dalam
sistem kekuasaan negara bangsa, hal
tersebut periu dicermati agar suatu pola
fragmentasi yang terjadi tidak menimbul-
kan disintegrasi bangsa. Sementara itu,
pada masa penjajahan, pengetahuan
mengenai suku bangsa dan kebudayaan
di Indonesia pemah diterapkan untuk
menguasai dan mengatur anak negeri da-
lam rangka sistem pemerintahan kolonial.
Sebaliknya, setelah kemerdekaan penge-
tahuan tentang keanekaragaman suku
bangsa dan kebudayaan di Indonesia
merupakan bahan penting guna meng-
upayakan terwujudnya integrasi nasional
di Indonesia. Dengan kata lain, meng-
abaikan masalah kesuku bangsaan akan
dapat menyebabkan terjadinya kejutan
dalam gejolak politik.

2. Keanekaragaman Suku Bangsa
di Indonesia

Kebudayaan mengenal ruang, tempat
tumbuh dan berkembang; serta meng-
alami perubahan, penambahan, dan pe-
ngurangan. Manusia tidak berada pada
dua tempat atau ruang sekaligus, dan ia
hanya dapat pindah ke ruang lain pada
masa yang berbeda. Pergerakan ini telah
berakibat pada persebaran kebudayaan,
dari masa ke masa, dan dari satu tempat
ke tempat lain. Sebagai akibatnya, di
berbagai tempat, baik pada waktu yang
bersamaan maupun berlainan, dimung-
kinkan ditemukan unsur-unsur persamaan
di samping perbedaan-perbedaan. Oleh
karena itu, apabila suatu kebudayaan
yang berada di luar masanya adalah di-

pandang ketinggalan zaman atau ana-
kronistik, di luar tempatnya dipandang
asing atau janggal.

Sebagai ciptaan dan warisan hidup
bermasyarakat, kebudayaan mengenal
identitas ruang dan waktu. Setelah ke-
merdekaan, anekawama suku bangsa di
Nusantara menjelma menjadi bangsa In-
donesia. Secara weltanschaung, bangsa
ini diikat oleh visi dan idealisme yang
diharapkan mampu berfungsi sebagai
sistem nilai dan institusi teras (core) suatu
negara bangsa. Sementara itu, sebuah
negara bangsa bukan hanya terwujudkan
dalam suatu unit geopolitik semata-mata
melainkan tetapi juga mengandung ke-
ragaman kelompok sosial dan sistem
sosial-budaya yang berasal dari aneka-
wama suku bangsa yang merupakan sub
national culture.

Pada akhir-akhir ini, konflik yang ber-
dimensi kesukubangsaan merupakan
fenomena umum di banyak negara (Horo-
witz, 1985:3). Di samping bersifat eks-
plosif, adakalanya potensi konflik tersebut
merupakan sesuatu yang /atent. Me-
lemahnya semangat integrasi yang di-
sertai oleh menguatnya loyalitas dan
solidaritas kesuku bangsaan yang berdi-
mensi politik dan etnistas tidak jarang
dapat menggiring suatu bangsa yang ma-
jemuk ke dalam sikap bemmusuhan di
kalangan mereka. Akhimya, kesemuanya
itu akan bermuara kepada disintegrasinya
suatu negara bangsa dengan tuntutan
pembagian wilayah sehingga memungkin-
kan munculnya negara baru.

Eksistensi pluralisme suku bangsa di
Indonesia, selain menceminkan kekaya-
an budaya bangsa, juga membawa im-
plikasi dalam kehidupan sosial-budaya
dan bemegara. Keanekaragaman suku
bangsa dan golongan di Indonesia, di
samping merupakan kebanggan, seha-
rusnya pula disadari mengandung potensi
konflik, baik bersifat lafent maupun ter-
buka.

Dalam tulisannya mengenai heteroge-
nitas politik suku bangsa di Indonesia,
William Liddle (1970:4-5) mengidentifika-
sikan ada dua jenis penghalang dalam
integrasi nasional, ialah (1) yang berakar
pada dimensi pembelahan horizontal,
yaitu perbedaan suku bangsa, ras, agama
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dan geografis; dan (2) pada tingkat
vertikal berupa perbedaan latar belakang
pendidikan elite kota yang berpendidikan,
dan massa pedesaan yang berpandang-
an tradisional. Senada dengan itu, Fur-
nivall (1948) juga mengatakan bahwa
pada dasamya masyarakat majemuk di-
asumsikan terdiri dari kelompok-kelompok
yang berbeda sosial-budaya, tetapi
mereka dipersatukan oleh sistem per-
ekonomian simbiosis yang saling ter-
gantung. Sekalipun di kalangan mereka
terdapat perbedaan sosial-budaya: antara
lain tercermin dalam bahasa, nilai-nilai,
agama, dan adat-istiadat; biasanya keber-
samaan mereka dalam suatu sistem
politik ‘dipaksakan negara' melalui polisi
dan militer.

Guna menjelaskan persepsi kesuku
bangsaan atau einisitas dari bangsa
Indonesia, hal itu merupakan suatu hal
yang tidak mudah. Guna memahaminya,
tidak hanya sekedar didasarkan atas
ruang lingkup dar suatu definisi suku
bangsa ke definisi suku bangsa lainnya
tanpa memahami berbagai aspek yang
terkait, yang melatar belakangi, dan ling-
karan permasalahannya. Karenanya, su-
atu upaya mengklasifikasikan penduduk
di Indonesia ke dalam anekaragam suku
bangsa akan selalu terbentur pada Keti-
daksamaan konsepsi yang dipakai.

3. Ethnic Group (Suku Bangsa) dan
Kesukubangsaan (Etnisitas)

Dalam Dictionary of Sociology dari
G.Duncan Mitchell's (1968) ternyata be-
lum tercantum entri kata ethnic groups,
ethnicity, maupun entri kata ethnocen-
trism. Demikian pula halnya dalam Hand-
book of Sociology (1941) dengan editor
Edward Byron Reuter; serta Modern Dic-
tionary of Sociology (1969) dari George A.
dan Achilles G. Theodorson. Dalam
berbagai buku tersebut, hanya ditemukan
entri kata sub group yang pengertiannya
agak mendekati arti kata ethnic group,
ialah ‘... a group with a common cultural
fradition and a sense of identity which
exists as a subgroup of a larger society’.
Sekalipun tidak juga sepenuhnya benar,
pembatasan tersebut lazim dipakai dalam

konteks orang Amerika pada masa lalu,
yaitu para keturunan Anglo-Saxons.
Sementara itu ada pendapat lain bah-
wa istilah ethnic group tidak dapat dipakai
secara universal. Perlu kehati-hatian
dalam pemakaiannya karena terdapat
variasi pemahaman, seperti yang tampak
pada pembatasan yang dikemukakan
Melvin Tumin dalam Dictionary of the
Social Science (1964). la memberikan
pembatasan ethnic group sebagai '... a
social group which, within a larger cultural
and social system, claims or is accorded
special status in terms of a complex of
traits (ethnic traits) which it exhibits or is
believed to exhibif'. Akan tetapi, dalam
kenyataannya banyak kalangan ilmuan
sosial cenderung mempergunakan termi-
nologi ethnic groups bukan hanya untuk
menunjuk sub groups dan minoritas
semata-mata, tetapi juga untuk menunjuk
semua kelompok dalam masyarakat yang
berbeda kebudayaan dan keturunannya.
Keanekaragaman definisi suku bangsa
atau ethnic group biasanya menunjukkan
variasi dan merupakan kombinasi yang
selalu berisikan unsur ‘group’, ‘identity’,
dan ‘history’. Frederik Barth (1970) ber-
pendapat bahwa ciri terpenting dalam
mengklasifikasikan seseorang dalam
suatu ‘ethnic group' adalah faktor-faktor
‘saling bergaul dan mempengaruhi' atau
interactive factors karena biasanya iden-
titas seseorang dipengaruhi oleh asal-
usul dan latar belakang kebudayaan me-
reka. Sementara itu, Cohen (1969:4) lebih
menekankan pada perbedaan adat-
istiadat yang dikaitkan dengan politik.

“... an informal interest group whose
members are distict from the member
of other groups within the same so-
ciety in that they share ... ‘compulsory
institutions' like kinship and religion,
and can communicate among them-
selves relatively easily ... between
such ethnic groups ... people stress
their identity and exclusiveness”.

Dalam definisi Milton M. Gordon
(1964:24), ada tekanan perbedaan tekan-
an pengertian yang diberikan, ialah *...
group with a shared feeling of people-
hood". Selain itu, juga mengandung ciri

114



Humaniora No. 9 _ November—Llesemoer 1¥y¢&

ruri rouerwanto

‘memiliki aturan-aturan tersendin’ atau
‘own way" seperi interactive units, inte-
rest group, collectivity, dan juga identitas
(shared feeling, most general identity,
consciousness) serta memiliki sejarah
tersendiri (peoplehood, presumptive ongin
and background, compulsory institutions,
common ancestry). Selanjutnya, Barh
juga menjelaskan bahwa dalam kepus-
takaan antropologi, istilah ethnic group
sering diartikan kurang jelas. Karenanya,
ia mencoba memberikan pembatasan
suku bangsa sebagai berikut.

*... is largely biological self-perpetuat-
ing; ... shares fundamental cultural
values, realized in overt unity in cul-
tural forms: ... make up a field of
communication and interaction; ... has
membership which identifies itself and
Identified by others, as constituting a
category distiguishable from other ca-
tegories of the same order”.

Sementara itu, Evans-Pritchard yang
dikutip Abner Cohen (1974:xiii), antara
lain, mengatakan sebagai berikut.

*An ethnic group is not simply the sum
of total of its individual members, and
its culture is not the sum total of the
strategies adopted by idependent indi-
viduals. Norms, beliefs, and values are
effective and have their own con
straining power only because they are
collective represen tatitions of that
group. An individual can manipulated
customs if he becomes part of such a
group, adopting its current major sym-
bols. He cannot manipulated others
without being ready to be manipulated
by them”™.

Karenanya, Cohen juga mengatakan
bahwa ruang lingkup konsep ethnic group

2 Dalam tulisan Robert A. Le Vine dan Donaid T.
Campbell Ethnocentrisme: Theories of Confiict, Eth-
nic Attitudes and Group Behaviour (1972: 43-59):
Evans-Pritchard, Fortes, Colson, Gluckman dan
Murphy dengan jelas telah menjelaskan bahwa pada
hakikatnya ada dua tipe struktur loyalitas; ialah
pyramida-segmentary type, dan cross-culting fype.
Dengan demikian, meluas maupun menyempit-
kannya identifikasi seseorang terhadap suku bangsa
dapat dipahami dengan mendasarkan tipelogi
tersebut.

diibaratkan suatu bejana yang terorgani-
sasi yang dapat diberikan variasi bentuk
dan isi, yaitu sistem sosial-budaya. Pen-
dapat senada juga dikemukakan oleh
Enloe (1980:8) bahwa "An ethnic group is,
at root, a collectivity whose members
share a belief in common descent which
is, in turn, legitimated and sustained
through cultural expression”.

Dalam definisi yang dikemukakan
Schermerhom (1970:12) label suku
bangsa ditampilkan dengan memberikan
beberapa indikator pemben identitas se-
perti kesamaan leluhur, kesamaan andil
dan peran kesejarahan, kesamaan fokus
budaya atau satu atau lebih unsur-unsur
simbolik yang dijadikan simbol kebersa-
maan mereka. Karena studi Schemerhorn
tentang suku bangsa dilakukan di tingkat
mikro ia juga mengaitkan perbedaan kon-
sep suku bangsa dengan konsep nasi-
onalisme, ftribalism, cultural pluralism,
golongan minoritas, dan sebagainya.

Agaknya, etnisitas atau ethnicity meru-
pakan istilah yang relatif baru, yaitu
dipakai untuk menunjuk kandungan sifat-
sifat atau kualitas kesuku bangsaan.
Dalam Oxford English Dictionary (1933),
istilah tersebut belum dijumpai, dan baru
muncul dalam edisi yang terbit 1972.
Dijelaskan, pertama kalinya istilah itu
dipakai oleh David Riesman pada tahun
1953 dalam Webster's New English Dic-
tionary International jilid 1l yang terbit
pada 1961. Lebih lanjut juga dikemuka-
kan bahwa istilah etnisitas tidak ditemu-
kan dalam Dictionary of the English
terbitan Random House 1966, dan juga
tidak dijumpai dalam American Heritage
Dictionary of the English Language 1969.
Istilah itu baru muncul dalam American
Heritage Dictionary edisi 1973: yang
berarti (1) keadaan dari sualu suku
bangsa; dan (2) perasaan harga diri yang
dimiliki oleh suatu suku bangsa. Dari
waktu ke waklu, pengertian yang terkan-
dung dalam etnisitas selalu berubah.
Menurut Glazer dan Moynihan (1976),
pengertian yang pertama dirasakan lebih
sesuai karena menggambarkan kondisi
objektif; sedangkan keterkaitannya de-
ngan masalah ‘harga din' adalah bersifat
subyektif.
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Etnisitas memiliki dimensi komunal
maupun perorangan, yaitu menunjukkan
suatu ikatan khusus dari seseorang yang
mengidentifikasikan din ke dalam suatu
kelompok tertentu, dan ia merasa ber-
beda dengan kelompok lainnya (Pye,
1973). lkatan itu lebih di dasarkan pada
kesamaan kebudayaan; terutama yang
dikaitkan dengan sistem kepercayaan dan
nilai-nilai. Pada tingkat individual, etnisitas
mengandung konotasi perasaan memiliki
sesuatu, dan sekaligus menunjukkan
posisinya dalam masyarakat. Dalam
hubungan sosial, masalah identitas suku
bangsa seseorang menjadi demikian kuat
dan kompleks, serta bersifat sangat
pribadi.

Untuk melihat ruang lingkup konsep
etnisitas, Glazer dan Moynihan (1976)
memberikan contoh munculnya peristiwa
disintegrasi yang akhir-akhir ini terjadi di
banyak negara. Menurutnya, dalam kon-
teks tersebut konsepsi etnisitas memiliki
arti yang lebih luas dibandingkan yang
terkandung dalam konsep ethnic group,
minoritas, sub group marginal yang meru-
pakan masyarakat pinggiran, berbagai
golongan yang diharapkan melakukan
asimilasi, kelompok orang yang akan
dimusnahkan dari suatu negara; dan ter-
masuk juga menunjuk pada kelompok-
kelompok yang ingin tetap survival, yang
eksotik maupun yang menyebalkan. Ka-
rena itu, etnisitas bukan hanya sekedar
suatu bentuk yang melingkari individu,
tetapi ia juga terkait dengan ikatan pe-
kerjaan, daerah geografi, klas sosial,
agama, jenis kelamin, umur, ras, dan
ideologi. Kesemua itu tidak lepas dari
pemahamanan bahwa semua manusia
adalah makluk hidup yang berkebudaya-
an. Sementara itu, ada kecenderungan
bahwa setiap individu akan mengidentifi-
kasikan dirinya sebagai anggota dari
suatu suku bangsa tertentu (Enloe, 1973).
Mengingat setiap ikatan itu adalah
berbeda intensitasnya, menurut Enloe,
adalah kurang tepat jika para peneliti
dalam mengklasifikasikan seseorang,
semata-mata, hanya cenderung menda-
sarkan pada atribut yang dipakai. Meng-
ingat hal itu maka selain ditentukan oleh
identifikasi diri seseorang, seringkali su-
atu etnisitas tidak di dasarkan atas ka-

tegorisasi objektif, tetapi lebih didasarkan
atas persepsi orang lain.

Di negara yang jumlah komunitas suku
bangsanya sangat berlimpah, terdapat
berbagai spektrum perbedaaan etnisitas,
dari yang tampak sampai dengan yang
tak tampak. Dalam situasi seperti itu akan

-timbul beberapa varasi sistem hubungan

antarsuku bangsa. Dalam konteks politik
dalam suatu negara, ada tiga level per-
bedaan kesuku bangsaan; terutama jika
dikaitkan dengan asal-usul dan per-
bedaan identitas; ialah tribal, nationality,
dan racial. Sementara itu, kemajemukan
suku bangsa di suatu negara dapat pula
dipandang dari intensitas dan kualitas
etnisitas. Derajat intensitas tersebut
bukan hanya sekedar menunjuk pada
adanya perbedaan suku bangsa semata-
mata melainkan juga berkaitan dengan
sistem kepercayaan dan sistem nilai
mereka. Karena itu, dalam rangka suatu
proses nation-building, pluralitas suku
bangsa merupakan masalah yang rumit
karena masing-masing saling memiliki
perbedaan  unsur-unsur  kebudayaan.
Akibatnya timbul permasalahan, misainya
menyangkut pemberian identitas negara;
apakah didasarkan atas suatu agama
ataukah sistem nilai budaya tertentu.

Setelah dua puluh lima tahun terbitnya
buku Ethnic Groups and Boundaries: The
Social Organization of Culture Difference;
semakin banyak orang menyadari- dan
tertarik untuk membahas isu tentang
kesuku bangsaan (Barth, 1994:10). la
menyadari bahwa amat sulit baginya
untuk membuat suatu inovasi tentang hal-
hal yang pernah ditulisnya. Jikalaupun
dapat, tentunya hal itu harus dicarinya
pada lapangan studi yang baru, tempat
yang baru, dan dengan topik yang juga
baru. Bagi Barth, kesemuanya itu “That is
not so easily done when you return to
familiar ground”.

Pandangan Barth seperti itu dikemu-
kakan untuk menjawab kritik yang ditu-
jukan kepadanya, antara lain, datang dan
Katherine Verdery (1994:33-35). Menurut
Katherine Verdey, tanpa mengurangi rasa
hormat dan mengecilkan arti karya Barth,
setelah dua puluh lima tahun kemudian,
karya monumental Barth dinilai outdated,
dan semua itu merupakan hal biasa
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dalam ilmu-ilmu sosial. Aada tiga masalah
pokok kelemahan dalam karya Barth ter-
sebut. Pertama, pemahamannya tentang
etnisitas tidak berpangkal dari analisis
kebudayan. Etnisitas lebih dianggapnya
sebagai suatu bentuk organisasi sosial
“« . as an organizing cultural different.
Kedua, akar permasalahan dari organ-
isasi tersebut tidak dikaitkan dalam
konteks budaya. Identitas  kesuku
bangsaan lebih dianggap merupakan
realitas dari dikhotomisasi kelompok-
kelompok dalam masyarakat yang me-
miliki keanekaragaman ruang lingkup.
Ketiga, identifikasi kesuku bangsaan lebih
didasarkan ascription dan self-ascription
daripada ‘possessing a certain cultural
inventory’. Akibatnya, dalam analisisnya
akan dimungkinkan terjadinya manipulasi
karakteristik identitas yang situasional.
Menyadari hal tersebut, kemudian ia
antara lain mengusulkan pentingnya
menganalisis berbagai proses dikotomi-
sasi dalam masyarakal. Sementara itu,
dalam wacana kesuku bangsaan, diko-
tomisasi perbedaan kebudayaan akan
selalu berlangsung dengan cepal. Karena
itu, diperlukan tiga level analis, yaitu di
tingkat mikro, median, dan makro.

Jika dikaji lebih lanjut, selama ini ber-
bagai konsepsi ethnic-group lebih meru-
pakan suatu konsep budaya (Knutsson,
1970:98). Berbagai variasi pembatasan
konsep suku bangsa juga tergantung
pada dari sudut manakah kebudayaan itu
didefinisikan. Semakin beranekawarna-
nya suku bangsa di suatu negara, sema-
kin banyak terdapat variasi perbedaan
kebudayaan. Karenanya, jika konsepsi
etnisitas hanya mendasarkan ruang ling-
kup pembatasan suku bangsa semata-
mata, tidak akan cukup memadai untuk
dipakai dalam menganalisis etnisitas.
Berbagai perbedaan kebudayaan yang
dimiliki oleh suku-suku bangsa tidak
selalu dapat dianggap sebagai fenomena
etnisitas sepanjang tidak terjadi efektivitas
relasi yang mencerminkan suatu derajat
integrasi sosial. Dengan kata lain, bahwa
fenomena utama dari masalah etnisitas,
atau dianggap sebagai masalah kesuku
bangsaan apabila interrelasi mereka
cukup rendah. Karena itulah, Epstein
(1978:93) cenderung menilai bahwa

etnisitas lebih merupakan konsep politik
daripada konsep kebudayaan, °..... eth-
nicity is essensially a political pheno-
menon, involving a struggle for power
among ethnic groups in furtherance and
defence of their collective interest”. Lebih
lanjut ia menjelaskan bahwa dalam kon-
sepsi etnisitas terkandung hal-hal sebagai
berikut.

* it various interactional contexts, or
dichotomization are part of the indivi-
dual's or group strategies for preserv-
ing or increasing control of resources,
social status or other value a mean-
ingful interpretation feasible; .... Ethni-
city becomes not one single univer-
sally applicable term but rather the
representation of a wide range of inter-
relation in which the dominant re-
ference is to an ethnic status ascribed
on the basis of birth, language, and
socialization”.

Sementara itu, Cohen (1969) juga ber-
pendapat serupa, bahwasanya politisasi
hubungan antarsuku bangsa merupakan
suatu perjuangan dari suku-suku bangsa
tertentu untuk mendapatkan power dan
priviledges, dengan memanfaatkan cul-
tural tradition sebagai senjata perjuang-
annya.

Diakui oleh Glazer dan Moynihan
(1976:5) bahwa identifikasi diri yang
didasarkan atas realitas sosial seperti
agama atau kepercayaan, bahasa dan
suku bangsa secara bersamaan dapat
membentuk etnisitas atau diberi label
etnisitas. Berbagai konflik antarsuku
bangsa yang terjadi, terutama antara
'minoritas' dan ‘mayoritas’, biasanya di-
dasarkan atas tuntutan mengenai peng-
akuan akan prestise, kehormatan, hak-
hak penduduk, kekuasaan politik, serta
akses terhadap peluang ekonomi.

Kajian epistemologis yang dilakukan
Mitchell (1974:1), antara lain mengung-
kapkan sebagai berikut.

*| wish to distinguish first between
ethnicity as a construct of perceptual
or cognitive phenomena on the one
hand, and the ethnic group a construct
of behavioural phenomena on the
other; and second between common-
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sense notions and analytical notions of
ethnicity”.

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa
dalam rangka mengeksploitasi masalah
etnisitas, penting dibedakannya antara
etnisitas sebagai konsep struktural dan
etnisitas sebagai konsep kultural.

Etnisitas sebagai konsep struktural
menunjuk pada suatu atribut abstrak dari
para aktor, misalnya melalui pemahaman
umum atau penjelasan tentang tingkah
laku mereka; kemudian menempatkannya
sebagai anggota suatu suku bangsa
tertentu. Sebagai langkah berikutnya
adalah memberikan penilaian bagaimana-
kah situasinya dan di manakah aktor
tersebut ditempatkan. Sebaliknya, etni-
sitas sebagai konsep kultural dapat dije-
laskan sebagai suatu gejala kebudayaan
mengenai bagaimanakah para aktor ter-
sebut menyusun pengalamannya sendiri.
Dalam hal ini, konteks etnisitas dipakai
untuk lebih memahami suatu ekspresi
bersama dari suatu suku bangsa tertentu,
yaitu sebagai pencermminan sikap oposisi
mereka terhadap suku bangsa lain yang
memiliki sikap dasar yang berbeda
(Michell, 1974:15-16). Karenanya, di-
mensi efnisitas dapat pula dimanfaatkan
untuk pembentukan atau konsolidasi po-
litik dalam suatu negara bangsa. Dalam
konteks tersebut, diasumsikan bahwa
etnisitas dapat terbentuk melalui kondisi
kognitif atau melalui suatu fenomena
kebudayaan tertentu, yang dapat meng-
arahkan para aktor membangun hubung-
an di antara mereka atau antar suku
bangsa.

Dalam suatu masyarakat majemuk,
umumnya fenomena etnisitas bersifat
latent, yang disebabkan oleh terlampau
lamanya primordial sentiment tersumbat.
Jika hal itu terjadi, yang muncul ke per-
mukaan adalah lebih berupa fenomena
etnisitas. Mengingat hal itu, pihak yang
dirugikan akan memilihnya sebagai model
strategi politik, yaitu dengan tujuan untuk
memperbaiki posisi mereka. Berbagai
kandungan dimensi politik dalam etnisitas
juga diungkapkan oleh Das Gupta
(1976:469) berikut di bawabh ini.

“This is not to say that the politics of
ethnicity should be judged exclusively
in terms of the nomm of integration.
There other competing value in politics
that may be equally relevant, such as
automomy, authority, liberty, product-
ivity, justice, and the like. However, we
have stressed here the case of
integration because most of the recent
discoveries of the importance of eth-
nicity in the sosial sciences bhave
been obsessed by an egquation im-
plying that ethnicity is primordial, and
that primordial divisions are politically
disintegrative in consequence".

Mengingat hal tersebut, sebagai lang-
kah awal untuk mengantisipasi gejolak
kesukubangsaan, Cynthia Enloe (1980:
15-16) menganjurkan suatu model peme-
taan’. Selain itu, ia juga berpendapat
bahwa etnisitas lebih merupakan fenome-
na kolektif daripada peorangan sehingga
dapat dimanfaatkan oleh para elit politik
untuk membangun strategi keamanan
negara. Oleh karena etnisitas juga meru-
pakan ekspresi kultural akan lebih dida-
sarkan pada sistem nilai daripada minat.
Di samping itu, etnisitas juga dapat lebih
bersifat emosional. Jika demikian, dapat
pula dianggap merupakan tipologi iden-
titas yang di dasarkan pada persamaan
persepsi dan pengalaman masa lalu, Se-
lanjutnya, etnisitas juga merupakan suatu
konsep berpikir. Dalam konteks ini, seka-
lipun tidak semua kasus etnisitas memiliki
dimensi internasional yang mampu me-
lintas batas-batas negara, para elit politik
tetap harus mampu membuat prediksi
mengenai bagaimana sikap dan perilaku
suatu suku bangsa terhadap negara lain.
Ini berarti bahwa apabila hal ini dapat

* Lebih lanjut Enloe mengemukakan bahwa pe-
metaan fu antara lain meliputi: (1) Suku bangsa
yang dikategorikan sangat ‘peka’, dan biasanya ber-
mukim di daerah-daerah perbatasan; (2) berbagai
suku bangsa yang berperan dalam perekonomian;
antara lain karena biasanya memiliki hak-hak istime-
wa; (3) suku bangsa yang memiliki potensi meng-
ubah tatanan politik yang ada; (4) suku bangsa yang
memiliki potensi bersaing dengan negara asing; (4)
suku bangsa yang memiliki potensi bersaing dengan
negara asing; dan (5) suku bangsa yang memiliki
akses terbesar dalam struktur yang telah terpola di
negaranya.
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dicermati, etnisitas dapat dipakai untuk
basis peta keamanan suatu negara.

Etnisitas juga merupakan salah satu
bentuk ideologi tertentu. Geeriz (1964)
mendefinisikan ideologi sebagai salah
satu dari sistem budaya seperti halnya
kepercayaan, filsafat, estetika, dan hu-
kum. !deologi merupakan image yang
skematik darn suatu social order karena
pada dasarnya manusia adalah a political
animal. Menurut Geerz, etnisitas dapat
pula dipandang sebagai "sistem simbol...
merupakan suara hati nurani kolektif".
Jika ideologi adalah sistem budaya,
secara logik etnisitas lebih merupakan
subordinat dari kepercayaan, dan bukan
koordinat. Sebagai contoh bahwa etni-
sitas sebagai salah satu bentuk ideologi,
misalnya, ungkapan ‘sekali Jahudi tetap
Jahudi'.

4. Indonesia Sebagai Identitas Negara
Bangsa

Dalam konteks revolusi integratif suatu
negara bangsa, ada dua kekuatan utama
yang saling bersaing, ialah primordial
sentiment dan kesadaran civil politics
(Geertz, 1965). Revolusi integratif adalah
‘berhimpunnya berbagai kelompok pri-
mordial-tradisional ke dalam unit kema-
syarakatan yang lebih besar dan bersifat
menyebar. Sebelumnya, berbagai kelom-
pok itu berdiri sendiri-sendiri, dan kemu-
dian harus memiliki suatu kerangka acuan
dalam lingkup ‘bangsa’ di bawah per-
lindungan suatu pemerintahanan baru.
Untuk itu, perdu pemahaman terhadap
unsur-unsur kesuku bangsaan dan ras
dalam’ sistem perekonomian dan politik,
terutama dinamika ikatan primordial se-
cara historis dalam konteks sistem politik
dan perekonomian berbagai suku bangsa.
Karena itu, kala Indonesia dapat dinilai
mengekspresikan identitas suatu negara
bangsa, baik politik maupun budaya.

Sementara itu, agaknya disepakati
bahwa fokus utama kajian etnisitas ada-
lah dikaitkan dengan masalah identitas,
terutama yang dikaitkan dengan solida-
ritas dan loyalitas seseorang sebagai
anggota. Untuk memahami berbagai per-
masalahan yang ada, Parsons (1976)
juga menganjurkan mengaitkannya de-

ngan latar belakang sejarah. Hal tersebut
penting artinya, apalagi hal itu dihubung-
kan dengan konsepsi ideal penduduk
dalam sebuah negara. Sebuah nation
state menurut Hans Kohn yang dikutip
oleh Talcott Parsons, adalah “.. a
politically organized society which histo-
rically enjoyed a legitimated claim to inde-
pendence”.

Studi tentang etnistas suatu hal pen-
ting bagi negara dengan penduduk plural,
yaitu agar keanekaragaman suku bangsa
dapat dikembangkan sebagai strategi
nasional ke arah terwujudnya integrasi
nasional. Dalam konteks tersebut, na-
sionalisme yang seharusnya dikembang-
kan tentunya membutuhkan saling peng-
akuan loyalitas dan solidaritas di antara
kebudayaan yang berbeda, seperti dike-
mukakan oleh Emest Gellner (1984:6).
Kriteria suatu integrasi nasional sebaik-
nya:

*(1) Two men are of the same nation if
and only if they share the same
culture, where culture in turn means a
system of ideas and sign and
associations and way of behaving and
communicating; (2) Two men of the
same nations if and only if they
recognize each other as belonging to
the same nation. In other words,
nations make the man, nation are the
artefacts of men's convictions and
loyalities and solidarities.

Untuk menuju bagian dari masyarakat
yang lebih luas, misalnya sebagai satu
nation state, pada dasarnya ada tiga ma-
salah pokok yang dibahas dalam etni-
sitas. Pertama, garis pembatas pada
masa lalu, misalnya religi, bahasa, dan
afiliasi politik, yang masih potensial bagi
munculnya konflik. Kedua, apa dan bagai-
mana sebenamya bentuk-bentuk konflik
baru di kalangan mereka, termasuk
konflik di antara suku bangsa ‘mayoritas’
dan ‘minoritas’. Apakah mereka saling
bertikai disebabkan oleh kebutuhan akan
perhargaan (prestige), perhormatan (res-
pect), hak-hak sipil (civil rights), keku-
asaan politik (political power), ataukah
akses terhadap perekonomian (access fo
economic opportunity). Ketiga, studi ten-
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tang etnisitas tidak hanya sekedar dika-
itkan dengan masalah mengejar sesuatu
kesempatan semata-mata tetapi juga
berkaitan dengan suatu ideologi dan ke-
pentingan tertentu. Karenanya, kehadiran
suatu etnisitas merupakan pula cemminan
revivalisme identitas suatu suku bangsa
yang sering disebut pula sebagai ‘primor-
dialism', ldentitas yang mendasar dari
suatu suku bangsa tadi oleh C. Geertz
disebut dengan ‘primordial affinities and
aftchments’, yang dimiliki seseorang sejak
lahir atau dimiliki karena kelahirannya
(ascribed), seperti kesamaan hubungan
kekerabatan dan pertalian darah, kelahir-
an, bahasa, dan merupakan candidate for
nationhood'.

lkatan primordial bedawanan dengan
kesadaran kewarganegaraan (civil sen-
se). Dalam konsep kesadaran kewarga-
negaraan terkandung gagasan mengenai
kepentingan publik yang seringkali ber-
tolak belakang dengan kepentingan priba-
di. Atas dasar itu maka muncullah pe-
rilaku politik modern rasional yang lebih
menekankan pada kepentingan umum.
Karenanya, dalam suatu revolusi integra-
tif, terjadilah suatu proses ketika kelom-
pok primordial bergerak berubah dari
lingkup lokal ke supra lokal (nation state),
yaitu ke arah kesatuan politik yang lebih
besar dan lebih kompleks perorganisasi-
annya. Berbagai kesatuan politik yang
sebelumnya berskala kecil dan memiliki
otonomi yang relatif bersifat primordial
serta integrated harus berubah ke arah
kesatuan politik baru yang memiliki cin
yang berbeda, yaitu yang memisahkan
antara kepentingan umum dan pribadi,
dan berbeda dengan cin politik primordial.
Sebagai akibatnya akan terjadi ke-
tegangan antara sistem politik kene-
garaan (civil politics) dengan sistem politik
primordial, atau terjadinya suatu proses
integratif. Akibat dari semua itu, muncul
pula sesuatu yang dipertentangkan: di
satu pihak ingin tetap mempertahankan
identitas, terikat pada pertalian darah,
tempat tinggal, agama dan tradisi; se-
mentara itu ada tuntutan praktis akan
kemajuan, antara lain dimilikinya orde
politik yang lebih efektif dan meningkat-
kan taraf kehidupan. Jika kedua hal itu
muncul bersamaan, dalam pengalaman

negara-negara yang baru merdeka, da-
lam penyelesaian ketegangan tersebut
akan diwamai politik primordial seperti
ekstrim kedaerahan, rasialisme, dan ko-
munalisme. Jika ini terjadi, tidak jarang
akan memunculkan suatu sistem nasional
yang terdiri dari ‘kubu-kubu suku bangsa'
dalam wujud hadimya suatu jaringan
persekutan dan persaingan yang di-
landasi sentimen rasa bangga dan saling
curiga-mencurigai. Biasanya, sumber ke-
tegangan berupa pemaksaan kehidup an
politik pemerintahan (civil politics) ‘mo-
dern' terhadap politik primordial; semen-
tara itu logika politik primordial dianggap
tidak rasional.

Karena itu semua, studi etnisitas juga
sering dikaitkan dengan suatu derajat
konformitas dalam proses interaksi sosial
kolektivitas sosial tertentu, terutama da-
lam hal menerima norma-norma tertentu.
Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman
(1961) dan Barth (1969) sering me-
ngaitkan studi mengenai etnisitas dengan
perbedaan latar belakang kebudayaan
dari suatu kolektivitas tertentu, terutama
yang bersifat mendasar seperti primordial.
Ada kecenderungan bahwa dalam suatu
proses interaksi sosial, seseorang meng-
identifikasikan dirinya dengan suku
bangsa tertentu karena pihak lain pun
juga dianggapnya perilakunya terkait de-
ngan latar belakang kesuku bangsanya.
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